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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER, =

Menimbang : a.bahwa dalam rangka 1mplementa31 Program PrmrLtas Nasional
Penyederhanaan  Birokrasi, d*rpaqdang f) ‘Iu, melakukan -
perubahan terhadap Kedy‘du an), uqunan orgamsam tugas- dan
fungsi serta tata kerja Dinas PerL naman Modal da,n Pelayanan
Terpadu Sat IdabUpaﬂén - ber \| [ L ”;""’

b. bahwa Peraturian L) 19~ “Tahun 2021 tentang

Kédudukan SusLunén Orgﬁmsasf'l‘ugas dan Fungsi serta Tata

- Kerja [Elmas PFnan,apian/MQdal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

~ H;abup ten Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan
/ bperaturan'perumiang -undangan, sehingga perlu disesuaikan;

c,/bahwé berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

B /h_uruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

-~ Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

o Kabupaten Jember;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indo}r,lesi'é'”
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan_/._.Pe'r'éturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang ,Pc’rﬁ'bahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republuklnddnes1a Tahun
2020 nomor 68, tambahan Lemb n Nega,&‘a, quubhk Indonesm“"”
Nomor 6477); -

6. Peraturan Pemermtal/q]Nonqu 12'| aquun QOL? 1tentaﬂg Pembinaan
dan Pengawasarn| Perpcr n‘tah‘ de a [bgrrb,ara/ Negara Republik
IndonesHa Tahun 2017 Nom r 73 gaﬂfﬁahan Lembaran Negara

o Republik Indonesia ‘Nomor 6D4Ll)

a2 Peraturfm Pretmdé;q Nomer 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

elaksanaap Umiang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
, embemukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Nagar;—r Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

g/Pe'r'aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

N~ 1|
/ \ | L \r A | /_.-'




Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomeor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1)..

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

4. Ping ¢ AT Y ‘ >¢layanan Terpadu Satu Pintu

[ yad ] Dinas adalah Dinas Penanaman

' | Moda elayanan-Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

f ﬁ‘;‘}\ Kepala adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
| 7\ Pelayanar Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

;//J/(S/\ ekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember.



12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu. '
(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmg.kJsud pada
ayat (2), menyelenggarakan fungsi: —

a. Penyusunan dan perumusan lfcebljalf@_t:w::i~ tnda penanaman
modal dan pelayanan terpadu sata:f pmtun e -

b. Pelaksanaan kebijakan di~ rrg,r pehanama modal dan |
pelayanan terpadu saﬁ.lLj intu; A g

c. Pelaksanaan eval'a51 fpela ot'an e bxdang penanaman
modal dan pelaya “Eajn tar adu satu p,lﬁtu,

d. Pelaksanaa_n_ ;a,d nistrasi dmz'&g__drbldang penanaman modal
- danpelayanan terpadu safi pintu; dan

€. Pelaksanaany ‘lfungm Jlain oleh Bupati di bidang penanaman
mo;dz;}l dcm pe ayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawabhi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Kelompok Jabatan Fungsional,
d. UPTD; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan dan aset, penyusunan program dan keuangan serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat, mempunyai fungsi :

a.

b.

pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja
dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program keglatan-f

dinas;

-

. pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordina,s%aii penyusunan

data informasi, evaluasi dan pelaperﬁx pe;nyelenggaraan
kegiatan dinas;

. pelaksanaan penyelengggpa@ EﬂLSa | Bbuttui'n ba(e_gng',"""""

|| ||/'||I

analisa kebutuhan pemehhhraan. arémg, NV~
pelaksanaan pcngqlolaan darn pemehharaan%arang inventaris
dinas, 1r1yem;arls;r barang, p ngamangn “serta pemanfaatan

_barang ya:ng d lguJasax q:le]jilma Jt
. peljk

Sagaan rusan ad 1mstra31 umum dan Kepegawaian,
pe ataus haa keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan
‘rum,aH taéugga dinas, perjalanan dinas;

|| pengu ipulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja

orgamsam dinas;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan
tatalaksana;

pengelolaan kearsipan dinas; dan

. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a.

menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;



b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan Dinas;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan
lainnya;

d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;

f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor;

h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah;

i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawalan dan penyelenggaraan tata usaha kepegawai

lainnya;
J- menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan
. melaksanakan tugas-tugas lain Sekretaris.

ibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

b Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala UPTD.

(8) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan
fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang — undangan.




Pasal 8

(1} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), huruf b angka 2, huruf c, terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Koordinator pelaksana fungsi pelayanan
fungsional dan dibantu oleh Sub Koordinator sesuai dengan
ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi
pratama.

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan
tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada
masing-masing uraian tugas.

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan
tugas membantu koordinator dalam penyusunan renc

(9) aksud pada

awalan atas

e
perizinan.

Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas
Teknis terkait kelengkapan dokumen maupun persyaratan
permohonan rekomendasi teknis perizinan Non Berusaha.

(3} Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan
perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan
kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah - langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing — masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untu
penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan -petunjuk
kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing -

(2)

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenubhi syarat atas usul
Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 12

Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.




(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan
Administrator.

(3) Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon
IV a atau Jabatan Pengawas.

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon
IV b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB X o
KETENTUAN PERALIHAN ’ d
Pasal 14 ~ *. [.-' N

(1) Peraturan Bupati ini mulai” daa s hLﬂgarx‘ 'p%xda,é t dllakukan
pelantikan pejabat strukt«ural eSu dengan Perjatur Bﬁpatl ini.

(2) Pejabatyang ada tétap nfelaksanak tuga} dan fung51 berdasarkan

Peraturaln Bupatl N@mdr Iahurr 2021 tentang Kedudukan,

,SusunEn Orgamsafx, | i M ngsi serta Tata Kerja Dinas
'Penanaman Mod 1 da;n anan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Jem er | sampal ﬁengan dilaksanakannya pelantikan pejabat
Berdasarkah Peraturan Bupati ini.

b S

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember (Berita
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 19), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 M i 2022

BUPATI JEMBER,

ttd
HENDY S
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR 24



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretariat
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=
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

/KEEUN-IFPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPTD

TAHUN 2022

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTPA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S





